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ABSTRAK

Annisa Sholeha. 202010115226. “Pencabutan Izin Dengan Alasan Perubahan
Undang-Undang Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang
Kehutanan Juncto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja”.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengatur tentang
berbagai jenis usaha kehutanan seperti izin usaha pemanfataan hutan,
pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu, pemanfaatan hasil
bukan kayu dan pemungutan hasil hutan kayu. Undang-Undang Nomor 41 Tahun
1999 tentang Kehutanan diamandemen oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Cipta Kerja. Undang-undang kehutanan yang diamandemen adalah pasal
29 huruf (e) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 yang berkaitan masalah
dengan perizinan. Ketentuan mengenai masalah perizinan usaha dalam bidang
kehutanan tunduk kepada pasal 36 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang
Cipta Kerja. Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan usaha kehutanan diatur di
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021 tentang Penyelanggaraan
Kehutanan. Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian skripsi
ini adalah sebagai berikut. Pertama, apakah terdapat kekosongan undang-undang
atau peraturan perundang-undangan dalam pengaturan pencabutan izin usaha
pemanfaatan hutan dengan alasan perubahan peraturan perundang-undangan?
Kedua, bagaimana pengaturan pencabutan izin dengan alasan perubahan peraturan
perundang-undangan yang tidak menimbulkan kerugian bagi pemilik izin?.
Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui kekosongan undang-undang
atau peraturan perundang-undangan dalam peraturan pencabutan izin usaha
pemanfaatan hutan dan untuk mengetahui peraturan pencabutan izin usaha dengan
alasan perubahan peraturan perundang-undangan yang tidak menimbulkan
kerugian bagi pemilik izin. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis
normatif. gkvawehjerbjenfjnfdckewnmdmkqwamdlqwmdckwsjvgdbgfnfelkfnmlw
Dalam Pasal 161 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang
Penyelenggara Kehutanan menegaskan tentang alasan pencabutan izin. Namun
dalam hal ini pemerintah selaku pemberi izin usaha pemanfaatan hutan melakukan
pencabutan izin dengan latar belakang perubahan peraturan perundang-undangan
tanpa memberikan pemberitahuan kepada pemegang izin usaha pemanfaatan
hutan yang telah diberikan izin usaha tersebut. Atas tindakan atau perbuatan
pemerintah tersebut pemegang izin usaha mengalami kerugian baik financial
maupun non-financial. Dapat dikatakan bahwa terjadinya kekosongan hukum
yang terdapat dalam Pasal 161 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2021 tentang Penyelenggara Kehutanan yang tidak menjelaskan secara eksplisit
mengenai pencabutan izin dengan alasan perubahan peraturan perundang-
undangan yang disertakan pemberian kompensasi ganti rugi kepada pemegang
izin usaha.. Tindakan pencabutan izin yang dilakukan oleh pejabat TUN
seharusnya diberikan kompensasi ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh
pemegang izin usaha. Dalam hal ini negara bertanggungjawab.

Kata Kunci : Perizinan Pemanfaatan Hutan, Pencabutan Izin, Ganti Rugi.

Pencabutan Izin.., Annisa Sholeha, Fakultas Hukum, 2024
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ABSTRACT
Annisa Soleha. 202010115226. "Revocation of permits on the grounds of changes
to the law according to Law Number 41 of 1999 concerning Forestry in
conjunction with Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation."

Law Number 41 of 1999 concerning Forestry regulates various types of forestry
businesses such as business permits for forest utilization, utilization of
environmental services, utilization of timber forest products, utilization of non-
timber products and collection of timber forest products. Law Number 41 of 1999
concerning Forestry was amended by Law Number 6 of 2023 concerning Job
Creation. The article of the forestry law that was amended is article 29 letter (e)
of Law Number 41 of 1999 which relates to licensing issues. Provisions regarding
business licensing issues in the forestry sector are subject to article 36 of Law
Number 6 of 2023 concerning Job Creation. Further provisions regarding forestry
business licensing are regulated in Government Regulation Number 23 of 2021
concerning Forestry Administration. Ja,hjbdhwjbdhwjabh djwbn bnj as bhnbwb
The main problems in this thesis research are as follows. First, is there a vacuum
in laws or regulations in regulating the revocation of forest utilization business
permits on the grounds of changes in statutory regulations? Second, what are the
arrangements for revoking a permit based on changes to statutory regulations
that do not cause harm to the permit holder? The purpose of writing this thesis is
to find out the gaps in laws or statutory regulations in the regulations for revoking
forest utilization business permits and to find out the regulations for revoking
business permits on the grounds of changes to statutory regulations that do not
cause harm to the permit holder. By using normative juridical research methods.
G
Article 161 paragraph (1) states the reasons for revoking a permit. However, in
this case the government as the provider of the forest utilization business permit
revoked the permit against the background of changes in statutory regulations
without providing notification to the forest utilization business permit holders who
had been granted the business permit. Due to the government's actions or deeds,
business permit holders experience losses, both financial and non-financial. It can
be said that there is a legal vacuum contained in Article 161 paragraph (1)
regulated in Government Regulation Number 23 of 2021 concerning Forestry
Administration. which does not explicitly explain the revocation of permits on the
grounds of changes to statutory regulations which includes the provision of
compensation to business permit holders. The act of revoking a permit carried out
by TUN officials should be compensated for the losses experienced by the
business permit holder. In this case the state is responsible.

Keywords: Forest Utilization Permit, Revocation of Permit, Compensation.
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